
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dal.am Negeri 
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka perlu meninjau 
kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin 
Gangguan; 

b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan keadaan 
dan tuntutan kemudahan berusaha di daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan perlu 
dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Rebuplik 
Indonesia Nomor 4866); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5492); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5285); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5617); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang 
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5806); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilcap Nomor 63); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 
201 7 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Cilacap Nomor 149); 
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FARID MA'RUF 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAPTAHUN 2019 NOMOR 8 
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINS! JAWA 
TENGAH: ( 8 - 30.!l. /2019) 

Diundangkan di Cilacap 
r>; pada -;g 

TO PAMUJI TATTO S 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 6 EP 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
I~ 

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin 
Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 
83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16 TAHUN 2012 
TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN 
GANGGUAN. 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP 
dan 

BUPATI CILACAP 

Dengan Persetujuan Bersama : 
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Pasal 2 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 ] 4 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Jelas 

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka 
perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; 

Untuk memenuhi perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan 
berusaha di daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan perlu 
dicabut; 

1. UMUM 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 16 
TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP 
NOMOR ,8 ~TAHUN 2019 

TENT ANG 

 


